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MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN KETERLIBATAN PESERTA DIDIK DALAM
AKSI UNJUK RASA YANG BERPOTENSI KEKERASAN

1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota;
3. Kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota

di seluruh Indonesia

Bahwa berdasarkan:

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dalam Pasal 15 huruf d menyatakan setiap anak
berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa
yang mengandung unsur kekerasan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan
Satuan Pendidikan, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ¢ menyatakan satuan
pendidikan wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi
peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah
maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017
tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, dalam Pasal
8 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan pihak keluarga berperan untuk
mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan Satuan
Pendidikan dan/atau yang menganggu ketertiban umum dan mencegah
terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar.

Berkenaan dengan kejadian pada tanggal 25 September 2019 yaitu aksi unjuk

rasa yang dilakukan oleh kelompok peserta didik yang mengarah kepada

kekerasan, kerusuhan, dan konflik/gangguan keamanan yang membahayakan

keselamatan dirinya dan orang lain, berdasarkan hal tersebut Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan meminta kepada gubernur, bupati/walikota,
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kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan langkah-
langkah pencegahan dan penanganan sebagai berikut:
1. memastikan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk:
a. memantau, mengawasi, serta menjaga keamanan dan keselamatan
peserta didik di dalam dan di luar lingkungan sekolah;
b. menjalin kerja sama dengan orang tua/wali untuk memastikan
putera/puterinya mengikuti proses pembelajaran sesuai ketentuan;
c. membangun komunikasi harmonis dengan peserta didik;
d. melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menyalurkan
pemikiran kritis, bakat, dan kreativitas peserta didik masing-masing;
e. memastikan pengurus organisasi siswa intra sekolah (OSIS)
khususnya dan peserta didik pada umumnya untuk tidak mudah
terpengaruh dan terprovokasi terhadap informasi yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan menyesatkan;
2. memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta didik yang
terdampak dalam aksi unjuk rasa; dan
3. memastikan pihak siapa saja dengan maksud dan tujuan apa saja, untuk
tidak melibatkan peserta didik dalam kegiatan unjuk rasa yang berpotensi
pada tindakan kekerasan, kekacauan, dan pengrusakan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 27 September 2019

Tembusan:
Presiden Republik Indonesia;

Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,;
Menteri Dalam Negeri;

ah L=

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.



